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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya, dapat

ditarik suatu kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan tidak selalu

memanfaatkan identifikasi sidik jari, karena tidak selalu ada bekas

sidik jari pada setiap barang bukti yang ditinggalkan oleh pelaku

tindak pidana pembunuhan. Hal ini disebabkan semakin meningkatnya

perkembangan pengetahuan masyarakat.

2. Hambatan pemanfaatan identifikasi sidik jari yang dialami Kepolisian

dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan disebabkan karena

tidak adanya sumber daya manusia dan sumber daya materiil yang

memadai.

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat dikemukakan beberapa saran

yaitu :

1. Pihak Kepolisian harus menyiapkan kader baru yang ahli di bidang

Identifikasi sidik jari yang tentunya akan mengelola identifikasi pelaku

dan korban tindak pidana.

2. Selain itu diharapkan juga adanya teknologi yang memiliki nilai
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ekonomis murah dan memiliki fungsi tidak jauh berbeda dengan CA –

AFIS yang berguna untuk pengidentifikasian pelaku dan korban tindak

pidana. Hal ini agar setiap Polres dan Polsek yang ada disetiap daerah

Indonesia memiliki teknologi canggih tersebut untuk mengungkap

semua tindak pidana.
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